KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/135/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;




10.
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12,

13.

14,

15.

16.

17,

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarijo - Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semem, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dj Daerah;




19,

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024




31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 170 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Kecamatan Sukorejo dalam
menyusun RKA Perubahan Kecamatan Sukorejo.

KETIGA Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal '49 - & - 2024,
Pj. BUPATI PASURUAN,
TEMBUSAN : IYANTO
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.

3. Kepala Bappelitbangda Kab.
Pasuruan.




PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan disusun
suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan
pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan
Sukorejo. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
Kecamatan Sukorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam
implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan
sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan
tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini
tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengh Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja
Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun didasarkan pada RPJPD
Kabupaten Pasuruan 5 tahun kedua & RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun
terakhir. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi
pemerintah dengan menuangkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan,
program serta kegiatan dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana  Kerja Perubahan  Kecamatan  Sukorejo Tahun 2024
menggambarkan strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan

Kecamatan Sukorejo. Komponen yang ada mengacu pada Rencana Kerja



Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan
Kecamatan Sukorejo berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan
strategis untuk mengimplementasikan sasaran — sasaran daerah yang telah
dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan
kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukorejo memuat indikasi
daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan
dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukorejo tidak
lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan
Sukorejo. Pengembangan dan pemantapan potensi yang meliputi potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukorejo
pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana
diagram dibawah ini :

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja Perubahan perangkat daerah

Kebijakan
> Nasional &
Provinsi
Rumusan
Rumusan Rumusan > Renja PD
Tujuan dalam > tujuan Renja
renstra PD PD
v

A 4

. Evaluasi RP%A
Kinerja

Rumusan
elayanan PD
sasaran renstra pelay ¢
PD
DPA
PD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan
Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan

beberapa hal sebagai berikut :



1. Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo merupakan dokumen yang
secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

2. Renja Perubahan merupakan acuan Kecamatan Sukorejo untuk
memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024 ;

3. Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024. ini
merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan
Sukorejo.

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Kecamatan

Sukorejo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Kecamatan

Sukorejo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen

Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah

dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025.

Adapun penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo yang
dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses
yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sukorejo;

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Sukorejo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan
Sukorejo disusun atas dasar:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai



pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inonesia Nomor 4723);
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



10.

11.
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15.

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2o0t4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 186);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan
Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



23.

24.

25.

26.

27.

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2023 Nomor 12) di Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 - 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
(Renja PD) Kecamatan Sukorejo adalah untuk memberikan arah
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu
dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan
pembangunan pada tahun 2023 sehingga secara bertahap dapat
mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Sukorejo dan guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten
Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Kecamatan Sukorejo adalah

sebagai berikut:

1. Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan daerah.

2. Renja PD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan
misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi

Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Sukorejo

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD Kecamatan Sukorejo disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB1I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Semester II

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP



2.1

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Hasil Renja 2024 Semester II

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Sukorejo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait
dengan hal tersebut Renja Perubahan Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan melalui tabel 2.1 berikut :



Tabel 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Tingk
at
Capai
) an
ngl.(at Kinerj
Capaian
L L adan
- . Kinerja Realisasi .
Realisasi Capaian . Realis
Kineria dan dan Kinerja dan asi
Indikator Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggar;n Sl Realisasi Anggaran o
Kinerja P
Program/ IFoeuri:orrr]ng;a/m Target Renstra pada Realisasi Capaian Target Kineria dan 2024 Angga‘ran Renstra s/d aran
Sasaran Kegiatan/ Sub . Tahun 2026 (Akhir Kinerja Renstra s/d 2 ! Renja Tahun 2024 Renst
. Kegiatan . . AnggaranTahun 2024 Tahun
Kegiatan Periode Renstra) Renja Tahun 2023 ra
(output) / Sub 2024 (%)
Kegiatan Tahu
n
2024
(%)
| I} 1 \%
15=
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x |\ gy | W5
) 3 4 100% X
100%
R R
K Rp K Rp Rp Rp K Rp Rp 5 K Rp K Rp K Rp K 5
Tahun 2023-2024
Urusan

Kewilayahan

Bidang Urusan
Kecamatan

10




Meningkatnya PROGRAM Presentase 300 100 100 25 25 25 | 23% 8| 8
Kualitas SAKIP PENUNJANG | Pemenuhan 8.213.450.997 2.386.789.568 % 2.965.786.776 590.907.781 79.110.141 670.017.922 % 670.01 % | %
Perangkat URUSAN Penunjang 7.922
Daerah PEMERINTA Urusan
HAN Pemerintah
DAERAH
KABUPATEN
/KOTA
Rata-rata 300 0 100 25 25 25 8
capaian % - % - %
indikator
kegiatan
1 Perencan | Persentase 300 49.650.000 0 0 100 0 0 0 0 0% o| o0
aan, konsistensi % 10.395.000 - % - %| %
Pengang | indikator
garan, kinerja
dan program/kegiat
Evaluasi an/subkegiatan
Kinerja pada dok
Perangka | rencana,
t Daerah | anggaran, dan
evaluasi
1 Peny | Jumlah 3 16.550.000 0 0 1 0 0 0 0 0% 0|0
usun | Dokumen doku 3.465.000 - % - % | %
an Perencanaan men
Dok Perangkat
ume | Daerah
n
Pere
ncan
aan
Pera
ngka
t
Daer
ah
2 Koor | Jumlah 3 16.550.000 0 0 1 0 0 0 0 0% 0|0
dina Laporan lapor 3.465.000 - % - % | %
si Capaian an
dan Kinerja dan
Peny | Ikhtisar
usun | Realisasi
an Kinerja SKPD
Lapo | dan
ran Laporan
Capa | Hasil Koordinasi
ian Penyusunan
Kine Laporan
rja Capaian

11




dan

Kinerja  dan

Ikhti Ikhtisar
sar Realisasi Kinerja
Reali | SKPD
sasi
Kine
rja
SKP
D
3 Eval Jumlah 3 16.550.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0|0
uasi Laporan lapor 3.465.000 - % - % | %
Kine Evaluasi an
rja Kinerja
Pera | Perangkat
ngka | Daerah
t
Daer
ah
2 Kegiatan | Persentase 300 | 7.077.707.577 | 100 100 25 0 25 | 518356.229 | 25 | 22% 8|7
Administ | pemenuhan 2.006.029.944 % 2.342.712.296 463.772.029 54.584.200 % 518.35 % | %
rasi administrasi 6.229
Keuanga | keuangan
n kantor
Perangka
t Daerah
1 Sub Jumlah Orang 574 182 1.948.442.552 182 36 12 48 26 22% 8|7
Kegi yang Menerima 5.777.076.178 org- 1.948.442.552 365.490.073 54.584.200 420.074.273 % 420.07 % | %
atan | Gajidan bin 4.273
Peny | Tunjangan ASN
edia
an
Gaji
dan
Tunj
anga
n
ASN
2  Sub Jumlah 36 12 12 3 0 3 87.886.956 | 25 25% 8| 8
Kegi Dokumen Hasil 1.163.001.600 350.757.001,00 doku 352.689.744 87.886.956 % 87.886. % | %
atan Penyediaan men 956
Peny | Administrasi
edia Pelaksanaan
an Tugas ASN
Adm
inist

rasi

12




Pela
ksan
aan

Tuga

ASN

3  Sub
Kegi
atan
Pela
ksan
aan
Pena
taus
ahaa
n
dan
Peng
ujian
/Veri
fikas
i
Keua
ngan
SKP
D

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
dan Pengujian/
Verifikasi
Keuangan SKPD

36

137.629.800

12

41.280.000,00

12
doku

41.580.000

10.395.000

10.395.000

0
25

25%

10.395.
000

%

%

3 Administ
rasi
Barang
Milik
Daerah
pada
Perangka
t Daerah

Jumlah
Dokumen
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

15

16.550.000

doku
men

3.465.000

0%

1 Pena
taus
ahaa
n
Bara
ng
Milik
Daer
ah
pada
SKP
D

Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

16.550.000

Lapo
ran

3.465.000

13

0%

%

%




4  Administ | Persentase 300 54.650.000 100 0% 0|0
rasi dokumen % 17.538.000 % | %
Kepegaw | kepegawaian
aian yang akurat
Perangka | dan sesuai
t Daerah ketentuan
1 Peng | Jumlah Paket 1 1 0% 0|0

adaa | Pakaian Dinas 5.000.000 Pake 2.273.000 % | %
n beserta Atribut t
Paka
ian
Dina
s
Bese
rta
Atrib
ut
Perl
engk
apan
nya
2  Pen Jumlah 3 16.550.000 1 0% 0|0
data Dokumen Doku 3.465.000 % | %
an Pendataan dan men
dan Pengolahan
Peng | Administrasi
olah Kepegawaian
an
Adm
inist
rasi
Kep
ega
waia
n
3  Pen Jumlah Pegawai 6 2 0% o0
didik | Berdasarkan 33.100.000,00 Oran 11.800.000 % | %
an Tugas dan g
dan Fungsi yang
Pela Mengikuti
tiha Pendidikan dan
n Pelatihan
Pega
wai
Berd
asar
kan
Tuga

14




dan

Fung
si
5 Kegiatan | Persentase 300 307.924.004 100 25 25 31.512.750 25 | 23% 8|1
Administ | pemenuhan 135.198.272 % 138.734.860 19.463.150 12.049.600 % 31.512. | %| 0
rasi administrasi 750 %
Umum umum
Perangka
t Daerah
1 Peny | Jumlah 3 16.116.390 1 0 0 0 0 0% 0|0
edia Paket 4.139.000 pake 4.211.000 - % | %
an Komponen t
Kom | Instalasi
pon Listrik/Peneran
en gan Bangunan
Insta | Kantor vyang
lasi Disediakan
Listri
k/Pe
nera
ngan
Bang
una
n
Kant
or
2 Peny | Jumlah Paket 3 11.680.990 1 0 0 0 0 0% 0|0
edia Peralatan dan 3.427.500 pake 3.384.000 - % | %
an Perlengkapan t
Pera | Kantoryang
lata Disediakan
n
dan
Perl
engk
apan
Kant
or
3 Peny | Jumlah Paket 3 1 0 0 0 0 0% 0|0
edia Peralatan 3.310.000 - Pake 996.000 - % | %
an Rumah Tangga t
Pera | yang
lata Disediakan
n
Rum
ah

15




Tang
ga

Peny | Jumlah Paket 3 33.100.000 1 1 10.000.000 21.219.600 | 10 157 316
edia Bahan Logistik 21.897.200 pake 13.519.860 11.219.600 0 % 21.219. | 3 | 4
an Kantor yang t % 600 % | %
Baha | Disediakan

n

Log

stik

Kant

or

Peny | Jumlah Paket 3 Rp 1 1 1.827.700 10 28% 3|7
edia Barang Cetakan 24.806.464 8.908.100 pake 6.488.000 1.827.700 0 1.827.7 31 %
an dan t % 00 %
Bara | Penggandaan

ng yang Disediakan

Ceta

kan

dan

Peng

gand

aan

Peny | Jumlah 6 11.916.000 3 2 25 | 23% 117
edia Dokumen 3.240.000 Doku 3.600.000 810.000 810.000 % 810.00 7%
an Bahan Bacaan men 0 %
Baha | dan Peraturan

n Perundang-

Baca | Undanganyang

an Disediakan

dan

Pera

tura

n

Peru

nda

ng-

und

anga

n

Fasili | Jumlah Laporan 36 12 12 25 9% 8|3
tasi Fasilitasi 8.394.160 2.513.500 lapor 232.000 232.000 % 232.00 % | %
Kunj Kunjungan an 0

unga | Tamu 2.536.000

n

Tam

u
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8 Peny | Jumlah 36 12 12 7.423.450 | 33 7% 1|4
elen Laporan 165.500.000 91.072.972 lapor 104.000.000 6.593.450 830.000 % 74234 |1 | %
ggar Penyelenggaraa an 50 %
aan n Rapat
Rapa | Koordinasi dan
t Konsultasi SKPD
Koor
dina
si
dan
Kons
ultas
i
SKP
D

6 Kegiatan | Persentase 300 82.750.000 | 100 100 0 0 0% o| o0

Pengada | Pemenuhan 21.646.000 % 40.610.000 % - % | %

an Pengadaan

Barang Barang Milik

Milik Daerah

Daerah Penunjang

Penunjan | Urusan

g Urusan | Pemerintah

Pemerint | Daerah

ah

Daerah

1 Peng | Jumlah Unit 3 16.550.000 1 1 0 0 0% 0|0
adaa | Saranadan 21.646.000 Unit | 5.070.000 - % | %
n Prasarana
Sara Pendukung
na Gedung Kantor
dan atau Bangunan
Pras Lainnya yang
aran
a
Pen
duku
ng
Ged
ung
Kant
or
atau
Bang
una
n
Lain
nya

17




2 Peng | Jumlah Unit 3 16.550.000 0 1 0 0 0 0 0% 0|0
adaa | Gedung Kantor - Unit | 10.300.000 - - % | %
n atau Bangunan
Ged Lainnya yang
ung Disediakan
Kant
or
atau
Bang
una
n
Lain
nya
3 Peng | Jumlah Unit 3 49.650.000 0 1 0 0 0 0 0% 0|0
adaa | Sarana dan - unit 25.240.000 - - % | %
n Prasarana
Sara | Gedung Kantor
na atau Bangunan
dan Lainnya yang
Pras Disediakan
aran
a
Ged
ung
Kant
or
atau
Bang
una
n
Lain
nya
7 Kegiatan | Persentse 300 259.688.830 | 100 100 25 25 16.412.379 | 25 | 20% 8|6
Penyedia Pemenuhan 65.215.213 % 82.315.020 11.825.314 4.587.065 % 16.412. % | %
an Jasa Jasa Penunjang 379
Penunjan | Urusan
g Urusan | Pemerintahan
Pemerint | Daerah
ahan
Daerah
1 Sub Jumlah Laporan 36 12 12 3 4 16.412.379 | 33 22% 1|7
Kegi Penyediaan 248.103.830 61.740.213 Lapo | 76.315.020 11.825.314 4.587.065 % 16.412. | 1 | %
atan | Jasa ran 379 %
Peny | Komunikasi,
edia Sumber Daya
an Air dan Listrik
Jasa yang Disediakan
Kom
unik
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asi,
Sum
ber
Daya
Air
dan
Listri
k

2  Sub
Kegi
atan
Peny
edia
an
Jasa
Pera
lata
n
dan
Perl
engk
apan
Kant
or

Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

11.585.000

3.475.000

Pake

6.000.000

%

0%

%

%

8 Kegiatan
Pemeliha
raan
Barang
Milik
Daerah
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Daerah

Persentase
BMD kondisi
baik

300

419.180.585

100

158.700.139

100
%

330.016.600

25

95.847.288

7.889.276

25

HitHH i
##

25

31%

103.73
6.564

1 Peny
edia
an
Jasa
Pem
eliha
raan
Biay
a
Pem
eliha
raan
dan

Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya

15

263.478.847

106.846.464

unit

145.915.600

95.847.288

7.889.276

19

103.736.564

40
%

71%

103.73
6.564




Paja

Ken
dara
an
Pero
rang
an
Dina

atau
Ken
dara
an
Dina

Jaba

Lain
ya

Jumlah
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Dipelihara

15

33.100.000

unit

5.296.400

0%

%

%

Pem
eliha
raan
/Reh
abilit
asi
Ged
ung
Kant
or
dan
Bang
una
n
Lain
nya

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

yang
Dipelihara/Dire
habilitasi

99.300.000

44.833.675

Unit

176.458.000

20

0%

%
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4 Pem | Jumlah Sarana 15 23.301.738 5 5 0 0 0 0 0% o|oO0
eliha | dan Prasarana 7.020.000 unit 2.346.600 - - % | %
raan | Gedung Kantor
/Reh | atau Bangunan
abilit | Lainnya
asi yang
Sara Dipelihara/Dire
na habilitasi
dan
Pras
aran
a
Ged
ung
Kant
or
atau
Bang
una
n
Lain
nya

Meningkatnya PROGRAM Persentase 300 100 100 25 25 25 | 49% 8| 2
Hasil Koordinasi PENYELENG Penyelenggara 54.330.340 40.018.750 % 31.830.000 15.603.750 15.603.750 % 15.603. | % | 9
Penyelenggaraa GARAAN an Pelayanan 750 %
n Pemerintahan, PEMERINTA Publik
Pelayanan HAN DAN
Publik dan PELAYANAN
Pemberdayaan PUBLIK Indeks 11 (] 3,51 0 0 0 0
Masyarakat Pelayanan % - % - %
Desa Publik
Kecamatan

1 Kegiatan Persentase 300 54.330.340 | 100 100 25 25 15.603.750 25 55% 8| 2

Koordina | kegiatan 40.018.750 % 28.365.000 15.603.750 % 15.603. | % | 9

si pemerintahan 750 %

Penyelen | yang

ggaraan dikoordinasikan

Kegiatan dengan instansi

Pemerint | terkait

ahan di

Tingkat

Kecamat

an
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Koor
dina
si/Si
nerg
i
Pere
ncan
aan
dan
Pela
ksan
aan
Kegi
atan
Pem
erint
ahan
deng
an
Pera
ngka
t
Daer
ah
dan
Insta
nsi
Verti
kal
Terk
ait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sine
rgi Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

33.100.000

34.780.000

lapor
an

21.975.000

9.239.550

9.239.550

50
%

42%

9.239.5
50

Peni
ngka
tan
Efek
tifita
s
Kegi
atan
Pem
erint
ahan
di
Ting
kat
Keca
mat
an

Jumlah
Dokumen
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

234

21.230.340

78

5.238.750

39
lapor
an

6.390.000

10

6.364.200

22

10

6.364.200

26
%

HiHH

Jany

6.364.2
00

%




2 Pelaksan | Persentase 300 16.550.000 0 100 0 0 0 0% 0 o| o0
aan Realisasi PBB- - % 3.465.000 - - - % | %
Urusan P2
Pemerint
ahan
yang
Dilimpah
kan
kepada
Camat
1 Pela Jumlah Laporan 36 16.550.000 0 12 0 0 0 0% 0 o0
ksan | Pelaksanaan - lapor | 3.465.000 - - - % | %
aan Kewenangan an
Urus | Lainyang
an Dilimpahkan
Pem
erint
ahan
yang
terk
ait
dgn
Kew
enan
gan
Lain
yang
Dili
mpa
hkan
Meningkatnya PROGRAM Persentase 105 100 35% 10 10 1.496.000 | 29 8% 1 1|2
Hasil Koordinasi PEMBERDAY | Kelompok 82.750.000 41.380.757 18.575.000 1.496.000 % 0 | 149.0 | 0 | %
Penyelenggaraa AAN Masyarakat 00 %
n Pemerintahan, MASYARAK yang terbina
Pelayanan AT DESA dengan Baik
Publik dan DAN
Pemberdayaan KELURAHAN
Masyarakat Persentase 105 0 35% 10 10 29 1 1
Desa kelompok - % 0 |- 0
masyarakat %
desa/kelurahan
yang aktif
1 Kegiatan | Persentase hasil | 300 82.750.000 | 100 100 25 25 1.496.000 | 25 8% 2 81| 2
Koordina | evaluasi 41.380.757 % 18.575.000 1.496.000 % 5 | 1.49.0 | %| %
si pemberdayaan 00
Kegiatan | masyarakat
Pemberd | yang
ayaan ditindaklanjuti

23




Desa

1 Peni | Jumlah Lap 16 72.820.000 6 4 1 1 1.496.000 | 25 8% 1 6| 2
ngka | Peningkatan 41.380.757 lapor | 18.575.000 1.496.000 % 14960 | % | %
tan Efektivitas an 00
Efek | Kegiatan
tifita | Pemberdayaan
s Masyarakat di
Kegi | Wilayah
atan Kecamatan
Pem
berd
ayaa
n
Mas
yara
kat
di
Wila
yah
Keca
mat
an
Meningkatnya PROGRAM Persentase 249 100 83% 10 10 12 14% 1 4 | 3
Hasil Koordinasi KOORDINAS | penanganan 44.685.000 13.480.500 106.716.000 7.938.050 6.800.000 14.738.050 % 0 | 14738. | % | 3
Penyelenggaraa | gangguan 050 %
n Pemerintahan, KETENTRAM | trantibum
Pelayanan AN DAN
Publik dan KETERTIBAN
Pemberdayaan umMmum
Masyarakat 1 Koordina | Persentase 300 44.685.000 | 100 100 10 10 | 14.738.050 | 10 | 14% | 1 3|3
Desa siUpaya | laporan yang 13.480.500 % 106.716.000 7.938.050 6.800.000 % 0 | 14.738. | % | 3
Penyelen | ditindaklanjuti 050 %
ggaraan ke instansi
Ketenter terkait
aman
dan
Ketertiba
n Umum
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Sine
rgita

deng
an
Kep
olisi
an
Neg
ara
Rep
ublik
Indo
nesi
a,
Tent
ara
Nasi
onal
Indo
nesi

dan
Insta
nsi
Verti
kal
di
Wila

Keca

Jumlah Laporan
Hasil Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

12

14.895.000

4.493.500

lapor
an

97.716.000

6.590.000

6.800.000

13.390.000

50
%

14%

13.390.
000

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Harmonisasi
Hubungan
dengan Tokoh
Agama dan
Tokoh
Masyarakat

12

29.790.000

8.987.000

lapor
an

9.000.000

1.348.050

25

1.348.050

25
%

15%

1.348.0
50

%

%




yara

kat
'Meningkatnya PROGRAM Persentase 300 100 0% 0|0
Hasil Koordinasi PENYELENG konflik SARA 16.550.000 % 13.897.900 % | %
Penyelenggaraa GARAAN yang
n Pemerintahan, URUSAN diselesaikan
Pelayanan PEMERINTA sesuai
Publik dan HAN UMUM | kewenangan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
1 Penyelen | Jumlah peserta 150 16.550.000 50 0% 0|0
ggaraan yang mengikuti org 13.897.900 % | %
Urusan pembinaan
Pemerint | wawasan
ahan kebangsaan
Umum dan ketahanan
Sesuai nasional
Penugas
an
Kepala
Daerah
1 Pem | Jumlah Orang 150 16.550.000 50 0% 0|0
bina | yang Mengikuti org 13.897.900 % | %
an Pembinaan
Wa Wawasan
was Kebangsaan
an dan Ketahanan
Keba | Nasional dalam
ngsa | rangka
an Memantapkan
dan Pengamalan
Keta Pancasila,
hana | Pelaksanaan
n UUD Negara
Nasi Republik
onal Indonesia
dala Tahun 1945,
m Pelestarian
rang | Bhinneka
ka Tunggal lka
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man
tapk
an
Peng
amal
an
Panc
asila

Pela
ksan
aan
uuD
Neg
ara
Rep
ublik
Indo
nesi

Tahu
1945

Pele
stari
an
Bhin
neka
Tung
gal
lka
sert

Pem
erta
hana

dan
Pem
eliha
raan
Keut
uha

Neg
ara
Kesa

serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
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tuan

Rep
ublik
Indo
nesi
a
'Meningkatnya PROGRAM Persentase 300 100 0% o0
Hasil Koordinasi PEMBINAAN | Pemerintahan 49.650.000 % 10.395.000 % | %
Penyelenggaraa DAN Desa dengan
n Pemerintahan, PENGAWAS Administrasi
Pelayanan AN Desa yang Baik
Publik dan PEMERINTA
Pemberdayaan HAN DESA
Masyarakat
Desa
1 Fasilitasi, | Persentase hasil | 300 49.650.000 100 0% o| o0
Rekomen | fasilitasi % 10.395.000 % | %
dasidan pembinaan dan
Koord. pengawasan
Pembina | pemerintah
an dan desa yang
Pengawa | ditindaklanjuti
san
pemerint
ah Desa
1 Fasili | Jumlah 36 16.550.000 12 0% 0|0
tasi Dokumen yang doku 3.465.000 % | %
Adm | Difasilitasi men
inist dalam rangka
rasi Administrasi
Tata Tata
Pem | Pemerintahan
erint | Desa
ahan
Desa
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2 Fasili | Jumlah 36 16.550.000 12 0% 0 0|0
tasi Dokumen yang - doku 3.465.000 % | %
Peng | Difasilitasi men
elola | dalam rangka
an Pengelolaan
Keua | Keuangan Desa
ngan | dan
Desa | Pendayagunaan
dan Aset Desa
Pen
daya
guna
an
Aset
Desa

3 Fasili | Jumlah 117 Rp 19 0% 0 0|0
tasi Dokumen 16.550.000 - Doku 3.465.000 % | %
Pela Fasilitasi dalam men
ksan | rangka
aan Pelaksanaan
Pem | Pemilihan
iliha Kepala Desa
n
Kepa
la
Desa

JUMLAH ANGGARAN

Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)

Predikat Kinerja PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)

Predikat Kinerja KEGIATAN

Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)

Predikat Kinerja SUBKEGIATAN

16%
SANGAT
RENDAH
11%
SANGAT
RENDAH
16%
SANGAT
RENDAH

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan pelaksanaan porogram, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu adanya dukungan dari Camat,
Sekcaam dan para kasi dan kasubag serta rekan-rekan staf lain menjadi pendorong keberhasilan capaian kinerja. Dukungan tersebut berupa pelaksanaan program, kegiatan , dan sub kegiatan yang
sesuai jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
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Faktor penghambat capaian kinerja salah satunya adalah kurangnya SDM baik dari segi kaulitas maupun kuantitas. Dengan banyaknya program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pelayanan kepada
masyarakat diperlukan SDM yang mempuni dibidangnya, agar capaian kinerja dapat tercapai maksimal. Selain itu minimnya sarpras berupa komputer dan laptop juga menjadi penghambat dalam
pencapaian kinerja




Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Memaksimalkan SDM dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian program yang belum
maksimal dan melaksankan tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk sarpras ditindaklanjuti dengan pengadaan belanja modal berupa komputer dan
laptop

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :

Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, dan menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. selain itu menyusun jadwal pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan
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Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sukorejo sampai
dengan triwulan kedua tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Renja
dan Renstra yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan
pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Beberapa hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam
perencanaan pembangunan daerah;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

d. Belum dapahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai
dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan
sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas
program/kegiatan.

e. Perlunya  peningkatan  komitmen dan  pemahaman  untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RPD maupun dalam
RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan
Sukorejo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka
peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal
yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah

kebijakan:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan
pegawai;

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal;

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai
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2.2

efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan
Sukorejo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan
dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan
dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat
kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-
kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik,
dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong
terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan

yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling terdepan
berhubungan secara langsung dengan desa/masyarakat, kecamatan
merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala
hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar
dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya
pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa
dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu
ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang
memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk
mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan

tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan
kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat
kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi
pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi
dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang

mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).
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Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur
dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain
memfasilitasi dan  mengkoordinasikan  berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di
wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan

kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara

tugas dan fungsi di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

No Permasalahan Isu Strategis

1 Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan | Pelayanan
dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan | Publik.
perlu di tingkatkan.

Integritas dan profesionalisme aparatur
pemerintahan daerah perlu di tingkatkan.

Daya dukung infrastruktur pelayanan publik

perlu di tingkatkan.
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3.1.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai S5 (lima) tahun. Dengan
diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Sukorejo dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam menyelaraskan
dengan visi dan misi Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu satu sampai
lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai Tujuan

dan sasarannya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran : - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Indikator kinerja sasaran ada 2 (satu), yaitu :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Penyelenggaraan Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana
keberhasilan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan strategis
yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator)
yang terukur.

Adapun yang ingin dicapai Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
seluruhnya yang merata dengan ciri — ciri sebagai berikut :

a. Berkesejahteraan

b. Mandiri

c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun
global.

d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial.
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e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai - nilai
kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategis Kecamatan Sukorejo merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan
rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut
keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian
tujuan strategis yang terkait. Dengan demikan, apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait
juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Sukorejo pengelompokkannya mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata cara perubahan rencanan pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja
pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorejo disajikan pada

Tabel 3.1 sebagai berikut:
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Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

Realisasi Target 2024
No Uraian IKU/ SPM/IKK satuan | o > g Ket
Awal Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tujuan : Meningkatnya

Kualitas Pelayanan di Tingkat

Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan indeks 88,52 90 90

Masyarakat (IKM)
Kecamatan

Sasaran :

Meningkatnya Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Perangkat Daerah Daerah Nilai 79,05 80 80

Meningkatnya Hasil

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintah, Pelayanan Persentase

Publik dan Pemberdayaan | Penyelenggaraan

Masyarakat Desa Kecamatan Persentase 90 91,50 91,50
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Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang
diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu
tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai
dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun
sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 5 program dan
11 kegiatan yang dijabarkan pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

TARGET INDIKATOR
PAGU ANGGARAN KINERJA
PRIORITAS PROYEK PROGRAM/KEGIATAN/SUB PEMETAAN
NO PEMBANGUNAN STRATEGIS KEGIATAN BAB IV RKPD BERDASARKAN
DAERAH TAHUN 2024 SIPD TAHUN 2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN

1

2 NIHIL
3

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 tidak terdapat

program prioritas Pembangunan daerah.

37




Tabel. 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

ALASA
SUmB N
RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 ER TAMBAH/(KURANG) PERU
URUSAN/ DANA BAHA
BIDANG N
NO URUSAN/UNS
UR PROGRAM/ INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TAR TARGET
KEGIATAN/ SUB KINERJA 1K PAGU RP TARGET IK PAGU RP KEGIATAN/ SUB KINERJA GET PAGU RP 1K PAGU RP
KEGIATAN (SATUAN) KEGIATAN (SATUAN) IK
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15;12_ 16=13-9 17
URUSAN Pergeseran 1
kewilayahan + Refocusing
Bidang
kecamatan
UNSUR
kewilayahan
PROGRAM Persentase 100% 2.965.786.776 100% 2.965.786.776 PROGRAM Persentase 100 DAU - - Pengh
PENUNJANG URUSAN pemenuhan PENUNJANG pemenuhan % 2.876.906.176 88.880.600 | emata
PEMERINTAH DAERAH penunjang urusan URUSAN penunjang n
KABUPATEN/KOTA pemerintahan (%) PEMERINTAH urusan APBD
DAERAH pemerintahan sebes
KABUPATEN/KOTA (%) ar 28
%
Rata-rata capaian 100% 100% Rata-rata capaian 100 DAU -

indikator kegiatan

indikator
kegiatan

%
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keg Perencanaan, Persentase 100% 10.395.000 100% 10.395.000 Perencanaan, Persentase 100 DAU - Pengh
Penganggaran, dan konsistensi Penganggaran, dan konsistensi % 3.465.000 6.930.000 emata
Evaluasi Kinerja indikator kinerja Evaluasi Kinerja indikator kinerja n
Perangkat Daerah program/kegiatan Perangkat Daerah program/kegiata APBD
/subkegiatan n/subkegiatan sebes
pada dok rencana, pada dok ar 28
anggaran, dan rencana, %
evaluasi anggaran, dan
evaluasi
sub Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 1 3.465.000 1 3.465.000 Penyusunan Jumlah 1 DAU
Perencanaan Perencanaan dokumen dokumen Dokumen Dokumen doku 3.465.000 -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perencanaan Perencanaan men
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
sub Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 3.465.000 1 laporan 3.465.000 Koordinasi dan Jumlah Laporan DAU -1 - Pengh
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja laporan Penyusunan Capaian Kinerja 3.465.000 emata
Capaian Kinerja dan dan  Ikhtisar Laporan Capaian dan  Ikhtisar n
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi APBD
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD sebes
dan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan ar 28
Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi %, sub
Penyusunan Penyusunan kegiat
Laporan Capaian Laporan Capaian an
Kinerja  dan Kinerja  dan tidak
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi terlal
Kinerja SKPD Kinerja SKPD u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 1 3.465.000 1 laporan 3.465.000 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan DAU -1 - Pengh
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja laporan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 3.465.000 | emata
Perangkat Daerah Perangkat n
Daerah APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
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u

mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
Administrasi Keuangan Persentase 100% 2.342.712.296 100% 2.342.712.296 | Administrasi Persentase 100 DAU
Perangkat Daerah pemenuhan Keuangan Perangkat | pemenuhan % 2.342.712.296 -
administrasi Daerah administrasi
keuangan (%) keuangan (%)
Penyediaan Gaji dan Jumlah 182 org- 1.948.442.552 182 org- 1.948.442.552 | Penyediaan Gaji dan | Jumlah 182 DAU
Tunjangan ASN pembayaran gaji bin bin Tunjangan ASN pembayaran gaji org- 1.948.442.552 -
dan tunjangan dan tunjangan bin
ASN ASN
(orang/bulan) (orang/bulan)
Penyediaan Jumlah Dokumen 12 352.689.744 12 352.689.744 | Penyediaan Jumlah Dokumen 12 DAU
Administrasi Hasil Penyediaan dokumen dokumen Administrasi Hasil Penyediaan doku 352.689.744 -
Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Pelaksanaan Tugas Administrasi men
Pelaksanaan ASN Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN
(dokumen) (dokumen)
Pelaksanaan Jumlah 12 41.580.000 12 41.580.000 | Pelaksanaan Jumlah 12 DAU
Penatausahaan dan pembayaran dokumen dokumen Penatausahaan dan pembayaran doku 41.580.000 -
Pengujian/Verifikasi honorarium Pengujian/Verifikasi | honorarium men
Keuangan SKPD pejabat Keuangan SKPD pejabat
penatausahaan penatausahaan
keuangan, keuangan,
kegiatan dan kegiatan dan
pelaku pengadaan pelaku
barang/jasa pengadaan
(orang/bulan) barang/jasa
(orang/bulan)
Administrasi Barang Persentase 5 3.465.000 | 5 dokumen 3.465.000 | Administrasi Barang Persentase DAU -5 - Pengh
Milik Daerah pada laporan Barang dokumen Milik Daerah pada laporan Barang 3.465.000 | emata
Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah n
Perangkat Daerah pada Perangkat APBD
Daerah sebes
ar 28

%
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Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

1
Laporan

3.465.000

1 Laporan

3.465.000

Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

DAU

3.465.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase
dokumen
kepegawaian yang
akurat dan sesuai
ketentuan

100%

17.538.000

100%

17.538.000

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase
dokumen
kepegawaian
yang akurat dan
sesuai ketentuan

100
%

3.465.000

DAU

14.073.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket
Pengadaan
Pakaian Dinas dan
Kelengkapannya

1 Paket

2.273.000

1 Paket

2.273.000

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket
Pengadaan
Pakaian Dinas
dan
Kelengkapannya

DAU

-1

2.273.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
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Pendataan dan Jumlah Dokumen 1 3.465.000 1 3.465.000 | Pendataan dan Jumlah 1 DAU
Pengolahan Pendataan dan Dokumen Dokumen Pengolahan Dokumen Doku 3.465.000 -
Administrasi Pengolahan Administrasi Pendataan dan men
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Pengolahan
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
Pendidikan dan Jumlah  Pegawai 2 Orang 11.800.000 2 Orang 11.800.000 | Pendidikan dan Jumlah Pegawai DAU -2 - Pengh
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 11.800.000 | emata
Berdasarkan Tugas dan | Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi n
Fungsi yang  Mengikuti dan Fungsi yang Mengikuti APBD
Pendidikan  dan Pendidikan  dan sebes
Pelatihan Pelatihan ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
Administrasi Umum Persentase 100% 138.734.860 100% 138.734.860 | Administrasi Umum Persentase 100 DAU - Pengh
Perangkat Daerah pemenuhan Perangkat Daerah pemenuhan % 81.738.860 56.996.000 | emata
administrasi administrasi n
umum umum APBD
sebes
ar 28
%
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket 1 paket 4.211.000 1 paket 4.211.000 Penyediaan Jumlah Paket 1 DAU
Instalasi Komponen Komponen Instalasi Komponen pake 4.211.000 -
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi t
Bangunan Kantor Listrik/Peneranga Bangunan Kantor Listrik/Peneranga
n Bangunan n Bangunan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
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Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 paket 3.384.000 1 paket 3.384.000 Penyediaan Jumlah Paket 1 DAU
dan Perlengkapan Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan pake 3.384.000 -
Kantor Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan t
Kantor yang Kantor Kantor yang
disediakan disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 Paket 996.000 1 Paket 996.000 Penyediaan Jumlah Paket DAU -1 - Pengh
Rumah Tangga Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah 996.000 emata
Tangga yang Tangga Tangga yang n
disediakan disediakan APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 paket 13.519.860 1 paket 13.519.860 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 DAU
Logistik Kantor Bahan Logistik Logistik Kantor Bahan Logistik pake 13.519.860 -
Kantor yang Kantor yang t
Disediakan Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket 1 paket 6.488.000 1 paket 6.488.000 Penyediaan Barang Jumlah Paket 1 DAU
Cetakan dan Barang Cetakan Cetakan dan Barang Cetakan pake 6.488.000 -
Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan t

yang disediakan

yang disediakan
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Penyediaan bahan Jumlah Dokumen 2 3.600.000 2 3.600.000 Penyediaan bahan Jumlah Dokumen 2 DAU
bacaan dan peraturan Bahan Bacaan dan | Dokumen Dokumen bacaan dan Bahan Bacaan Doku 3.600.000 -
perundang-undangan Peraturan peraturan dan Peraturan men
Perundang - perundang- Perundang -
undangan yang undangan undangan yang
disediakan disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 12 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 DAU
Tamu Fasilitasi laporan laporan Tamu Fasilitasi lapor -
Kunjungan Tamu 2.536.000 2.536.000 Kunjungan Tamu an 2.536.000
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 12 104.000.000 12 104.000.000 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan 8 DAU - Pengh
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan laporan laporan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan lapor 48.000.000 56.000.000 | emata
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi an n
dan Konsultasi dan Konsultasi APBD
SKPD SKPD sebes
ar 28
%
Pengadaan Barang Prosentase 100% 40.610.000 100% 40.610.000 Pengadaan Barang Prosentase 100 DAU - Pengh
Milik daerah Pemenuhan Milik daerah Pemenuhan % 35.540.000 5.070.000 | emata
Penunjang Urusan Pengadaan Penunjang Urusan Pengadaan n
Pemerintah Daerah Barang Milik Pemerintah Daerah Barang Milik APBD
Daerah Penunjang Daerah sebes
UrusanPemerinta Penunjang ar 28
h Daerah UrusanPemerinta %
h Daerah
Pengadaan Gedung Jumlah Unit 1 Unit 10.300.000 1 Unit 10.300.000 Pengadaan Gedung Jumlah Unit 1 DAU
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor Kantor atau Gedung Kantor Unit 10.300.000 -
Lainnya atau Bangunan Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang Lainnya yang
disediakan disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit 1 Unit 25.240.000 1 Unit 25.240.000 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 1 DAU
Prasarana Gedung Sarana dan dan Prasarana Sarana dan Unit | 25.240.000 -
Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau | Prasarana

Lainnya

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Bangunan Lainnya

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
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Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit 1 unit 5.070.000 1 unit 5.070.000 Pengadaan Sarana Jumlah Unit DAU -1 - Pengh
Prasarana Pendukung Sarana dan dan Prasarana Sarana dan 5.070.000 emata
Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Prasarana n
Bangunan Lainnya Pendukung Kantor atau Pendukung APBD
Gedung Kantor Bangunan Lainnya Gedung Kantor sebes
atau Bangunan atau Bangunan ar 28
Lainnya Lainnya %, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
Penyediaan Jasa Persentase 100% 82.315.020 100% 82.315.020 | Penyediaan Jasa Persentase 100 DAU
Penunjang Urusan Terpenuhinya Penunjang Urusan Terpenuhinya % 82.315.020 -
Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa Pemerintahan kebutuhan jasa
penunjang Daerah penunjang
operasional operasional
kantor yang kantor yang
tersedia tersedia
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 76.315.020 12 76.315.020 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 DAU
Komunikasi, Sumber Penyediaan jasa Laporan Laporan Komunikasi, Sumber | Penyediaan jasa Lapo | 76.315.020 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Daya Air dan Listrik Komunikasi, ran
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
dan Listrik yang dan Listrik yang
disediakan disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.000.000 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 DAU
Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Pake | 6.000.000 -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan t

PerlengkapanKant
or

Kantor

PerlengkapanKan
tor
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Pemeliharaan Barang Prosentase 100% 330.016.600 100% 330.016.600 | Pemeliharaan Prosentase 100 DAU - Pengh
Milik Daerah Pemenuhan Barang Milik Pemenuhan % 327.670.000 2.346.600 | emata
Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah Penunjang Pemeliharaan n
Pemerintahan Daerah Barang Milik Urusan Barang Milik APBD
Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah sebes
UrusanPemerinta Daerah Penunjang ar 28
han Daerah UrusanPemerinta %
han Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 5 unit 145.915.600 5 unit 145.915.600 Penyediaan Jasa Jumlah 5 DAU
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya | Kendaraan unit 145.915.600 -
Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas
Pajak kendaraan Dinas Jabatan Pajak kendaraan atau Kendaraan
perorangan Dinas atau yang Dipelihara perorangan Dinas Dinas Jabatan
kendaraan Dinas dan dibayarkan atau kendaraan yang Dipelihara
Jabatan Pajaknya Dinas Jabatan dan dibayarkan
Pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Peralatan 5 unit 5.296.400 5 unit 5.296.400 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 5 DAU
Peralatan dan Mesin dan Mesin Peralatan dan Mesin | dan Mesin unit 5.296.400 -
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/ Jumlah Gedung 1 Unit 176.458.000 1 Unit 176.458.000 Pemeliharaan/ Jumlah Gedung 1 DAU
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Unit | 176.458.000 -
Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direha Dipelihara/Direha
bilitasi bilitasi
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana 5 unit 2.346.600 5 unit 2.346.600 Pemeliharaan/Reha Jumlah Sarana DAU -5 - Pengh
tasi Sarana dan dan Prasarana bilitasi Sarana dan dan Prasarana 2.346.600 emata
Prasarana Gedung Gedung Kantor Prasarana Gedung Gedung Kantor n
Kantor atau atau Bangunan Kantor atau atau Bangunan APBD
Bangunan Lainnya Lainnya yang Bangunan Lainnya Lainnya yang sebes
Dipelihara/Direha Dipelihara/Direha ar28
bilitasi bilitasi %, sub
kegiat
an
tidak
terlal
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u

mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
PROGRAM Persentase 100% 31.830.000 100% 31.830.000 PROGRAM Persentase 100 DAU - Pengh
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN | Penyelenggaraan % 28.365.000 3.465.000 emata
PEMERINTAHAN DAN Pelayanan Publik PEMERINTAHAN Pelayanan Publik n
PELAYANAN PUBLIK (%) DAN PELAYANAN (%) APBD
PUBLIK sebes
ar 28
%
Indeks Pelayanan 3,51% 3,51% Indeks Pelayanan 3,51 DAU
Publik Kecamatan Publik Kecamatan % -
Koordinasi Jumlah laporan 100% 28.365.000 100% 28.365.000 | Koordinasi Jumlah laporan 100 DAU
Penyelenggaraan hasil Penyelenggaraan hasil % 28.365.000 -
Kegiatan Pemerintahan | Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Tingkat
Kecamatan Kecamatan
(laporan) (laporan)
Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 2 21.975.000 2 laporan 21.975.000 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 2 DAU
Perencanaan dan Hasil Koordinasi laporan Perencanaan dan Hasil Koordinasi lapor | 21.975.000 -
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan an
Pemerintahan dengan danPelaksanaan Kegiatan danPelaksanaan
Perangkat Daerah dan Kegiatan Pemerintahan Kegiatan
Instansi Vertikal Terkait | Pemerintahan dengan Perangkat Pemerintahan
(Laporan Daerah dan Instansi (Laporan
(laporan) Vertikal Terkait (laporan)
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Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

Jumlah laporan
Peningkatan
Efektifitas
KegiatanPemerint
ahan di Tingkat
Kecamatan
(laporan)

39
laporan

6.390.000

39
laporan

6.390.000

Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah laporan
Peningkatan
Efektifitas
KegiatanPemerin
tahan di Tingkat
Kecamatan
(laporan)

39
lapor
an

6.390.000

DAU

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Persentase
Realisasi PBB-P2

100%

3.465.000

100%

3.465.000

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Persentase
Realisasi PBB-P2

DAU

-100

3.465.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

12
laporan

3.465.000

12
laporan

3.465.000

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

DAU

3.465.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan
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PROGRAM Persentase 35% 18.575.000 35% 18.575.000 PROGRAM Persentase 35% DAU - Pengh
PEMBERDAYAAN Kelompok PEMBERDAYAAN Kelompok 17.175.000 1.400.000 | emata
MASYARAKAT DESA Masyarakat yang MASYARAKAT DESA Masyarakat yang n
DAN KELURAHAN terbina dengan DAN KELURAHAN terbina dengan APBD
Baik (%) Baik (%) sebes
ar 28
%
Persentase 35% 35% Persentase 35% DAU
kelompok kelompok -
masyarakat masyarakat
desa/kelurahan desa/kelurahan
yang aktif yang aktif
Koordinasi Kegiatan Jumlah Laporan 100% 18.575.000 100% 18.575.000 | Koordinasi Kegiatan Jumlah Laporan 100 DAU - Pengh
Pemberdayaan Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa | Koordinasi % 17.175.000 1.400.000 | emata
Pemberdayaan Pemberdayaan n
Masyarkat dan Masyarkat dan APBD
Kesejahteraan Kesejahteraan sebes
Sosial (laporan) Sosial (laporan) ar 28
%
Peningkatan Efektifitas | Jumlah Laporan 4 18.575.000 4 laporan 18.575.000 Peningkatan Jumlah Laporan 4 DAU - Pengh
Kegiatan Kegiatan laporan Efektifitas Kegiatan Kegiatan lapor | 17.175.000 1.400.000 | emata
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan an n
Masyarakat di Wilayah (laporan) Masyarakat di (laporan) APBD
Kecamatan Wilayah Kecamatan sebes
ar 28
%
PROGRAM Persentase Konflik 83% 106.716.000 83% 106.716.000 PROGRAM Persentase 83% DAU - Pengh
KOORDINASI yang tertangani di KOORDINASI Konflik yang 76.058.000 30.658.000 | emata
KETENTRAMAN DAN wilayah KETENTRAMAN DAN | tertangani di n
KETERTIBAN UMUM Kecamatan (%) KETERTIBAN UMUM | wilayah APBD
Kecamatan (%) sebes
ar 28

%
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Koordinasi Upaya Jumlah Laporan 100% 106.716.000 100% 106.716.000 | Koordinasi Upaya Jumlah Laporan 100 DAU - Pengh
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya % 76.058.000 30.658.000 | emata
Ketenteraman dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Penyelenggaraan n
Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan APBD
Ketertiban Umum Ketertiban sebes
(%) Umum (%) ar 28
%
Sinergitas dengan Jumlah Laporan 4 97.716.000 4 laporan 97.716.000 Sinergitas dengan Jumlah Laporan 4 DAU - Pengh
Kepolisian Negara Koordinasi upaya laporan Kepolisian Negara Koordinasi upaya lapor | 67.058.000 30.658.000 | emata
Republik Indonesia, penyelenggraraan Republik Indonesia, penyelenggraraa an n
Tentara Nasional ketentraman dan Tentara Nasional nketentraman APBD
Indonesia dan Instansi ketertiban umum Indonesia dan dan ketertiban sebes
VErtikal di Wilayah (laporan) Instansi VErtikal di umum (laporan) ar 28
Kecamatan Wilayah Kecamatan %
Harmonisasi Hubungan | Jumlah Laporan 4 9.000.000 4 laporan 9.000.000 Harmonisasi Jumlah Laporan 4 DAU
Dengan Tokoh Agama Koordinasi laporan Hubungan Dengan Koordinasi lapor | 9.000.000 -
Dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Tokoh Agama Dan Harmonisasi an
hubungan dengan Tokoh Masyarakat hubungan
Tokoh Agama dan dengan Tokoh
Tokoh Masyarakat Agama dan
(laporan) Tokoh
Masyarakat
(laporan)
PROGRAM Persentase 100% 13.897.900 100% 13.897.900 PROGRAM Persentase 100 DAU
PENYELENGGARAAN konflik SARA yang PENYELENGGARAAN | konflik SARA yang % 13.897.900 -
URUSAN diselesaikan URUSAN diselesaikan
PEMERINTAHAN sesuai PEMERINTAHAN sesuai
umMumM kewenangan umMumM kewenangan
Penyelenggaraan Jumlah Peserta 50 org 13.897.900 50 org 13.897.900 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 50 DAU
Urusan Pemerintahan yang Mengikuti Urusan yang Mengikuti org 13.897.900 -

Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional

Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional
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Pembinaan Wawasan Jumlah Orang 50 org 13.897.900 50 org 13.897.900 Pembinaan Jumlah Orang 50 DAU
Kebangsaan dan yang Mengikuti Wawasan yang Mengikuti org 13.897.900 -
Ketahanan Nasional Pembinaan Kebangsaan dan Pembinaan
dalam rangka Wawasan Ketahanan Nasional Wawasan
Memantapkan Kebangsaan dan dalam rangka Kebangsaan dan
Pengamalan Pancasila, Ketahanan Memantapkan Ketahanan
Pelaksanaan Undang- Nasional dalam Pengamalan Nasional dalam
Undang Dasar Negara rangka Pancasila, rangka
Republik Indonesia Memantapkan Pelaksanaan Memantapkan
Tahun 1945, Pengamalan Undang-Undang Pengamalan
Pelestarian Bhinneka Pancasila, Dasar Negara Pancasila,
Tunggal Ika serta Pelaksanaan Republik Indonesia Pelaksanaan
Pemertahanan dan Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang
Pemeliharaan Dasar Negara Pelestarian Dasar Negara
Keutuhan Negara Republik Bhinneka Tunggal Republik
Kesatuan Republik Indonesia Tahun Ika serta Indonesia Tahun
Indonesia 1945, Pelestarian Pemertahanan dan 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Pemeliharaan Bhinneka Tunggal
lka serta Keutuhan Negara lka serta
Pemertahanan Kesatuan Republik Pemertahanan
dan Pemeliharaan Indonesia dan
Keutuhan Negara Pemeliharaan
Kesatuan Republik Keutuhan Negara
Indonesia Kesatuan
Republik
Indonesia
PROGRAM Persentase 100% 10.395.000 100% 10.395.000 PROGRAM Persentase 100 DAU -100 - Pengh
PEMBINAAN DAN Pemerintahan PEMBINAAN DAN Pemerintahan % 10.395.000 | emata
PENGAWASAN Desa dengan PENGAWASAN Desa dengan n
PEMERINTAHAN DESA Administrasi Desa PEMERINTAHAN Administrasi APBD
yang Baik DESA Desa yang Baik sebes
ar 28
%,
Progr
am
pembi
naan
dan
penga
wasan
pemer
intaha
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n desa
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

Fasilitasi, Rekomendasi

dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumlah Kegiatan
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koord. Pembinaan
dan Pengawasan
pemerintah Desa

100%

10.395.000

100%

10.395.000

Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumlah Kegiatan
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koord.
Pembinaan dan
Pengawasan
pemerintah Desa

100
%

DAU

-100

10.395.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%,
Kegiat
an
Fasilit
asi,
Reko
mend
asi
dan
Koord
inasi
Pembi
naan
dan
Penga
wasan
Pemer
intaha
n
Desa
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
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kecam
atan

Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan
Desa

Jumlah Dokumen
Administrasi Tata
Pemerintahan
Desa

12
dokumen

3.465.000

12
dokumen

3.465.000

Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen
Administrasi Tata
Pemerintahan
Desa

DAU

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi
dalam rangka
Pengelolaan
Keuangan Desa
dan
Pendayagunaan
Aset Desa

12
dokumen

3.465.000

12
dokumen

3.465.000

Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan
Aset Desa

Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi
dalam rangka
Pengelolaan
Keuangan Desa
dan
Pendayagunaan
Aset Desa

DAU

-12

3.465.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
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mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

Fasilitasi Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Dokumen
Fasilitasi Dalam
Rangka
Pelaksanaan
Pemeilihan Kepala
Desa

19
Dokumen

3.465.000

19
Dokumen

3.465.000

Fasilitasi
Pelaksanaan
Pemilihan Kepala
Desa

Jumlah Dokumen
Fasilitasi Dalam
Rangka
Pelaksanaan
Pemeilihan
Kepala Desa

DAU

-19

3.465.000

Pengh
emata
n
APBD
sebes
ar 28
%, sub
kegiat
an
tidak
terlal
u
mend
ukung
tujuan
dan
sasara
n
kecam
atan

TOTAL

3.147.200.676

3.147.200.676

3.012.402.076

(134.798.6
00)
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo (Perubahan Renja
Kecamatan Sukorejo) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan tahunan Kecamatan Sukorejo yang disusun dengan berpedoman
pada Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang
berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi

dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :

a. Seluruh pejabat dan staf Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan secara
bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
¢ Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
¢ Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja
Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan

Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

»

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO



